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Rencana Induk Penyelenggaraan 1G adalah daftar
program dan kegiatan penyelenggaraan IG yang akan
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan
Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan sinkron
dalam kurun waktu dan wilayah tertentu sesuai
dengan prioritas kebutuhan pembangunan nasional.

Bahaya adalah kondisi yang dapat menimbulkan
ancaman keselamatan atau mendatangkan
kecelakaan atau kerugian pada manusia atau barang.

Wahana adalah sarana angkut yang dilengkapi dengan
peralatan pengumpulan DG.

Perangkat Lunak adalah kode pemrograman yang
digunakan untuk menjalankan suatu sistem atau
aplikasi pada sebuah perangkat keras.

Perangkat Lunak Pengolah DG dan IG yang Bersifat
Bebas dan Terbuka adalah Perangkat Lunak Pengolah
DG dan IG yang didapatkan tanpa mengeluarkan biaya
serta dapat diakses oleh Setiap Orang untuk
digunakan, dimodifikasi, dan disebarluaskan kembali.

Format adalah standar satuan/ukuran yang
digunakan secara umum oleh masyarakat luas.

Duplikat IGT adalah salinan IGT baik berupa Format
cetak atau digital.

Penyelenggara [IG adalah Instansi Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang.

Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian
yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang
membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang
penyelenggaraan IGD.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga
pemerintah nonkementerian.

26. Pemerintah . . .
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Bagian Kedua

Informasi Geospasial Dasar

Pasal 4

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri

Jaring Kontrol Geodesi; dan

peta dasar.

Pasal 5

Jaring Kontrol Geodesi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a meliputi:

a. JKHN;
b. JKVN; dan
c. JKGN.

Jaring Kontrol Geodesi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan realisasi SRGI.

SRGI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. SRGI horizontal; dan
b.  SRGI vertikal.

SRGI horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a meliputi:

a. sistem referensi koordinat;

b. kerangka referensi koordinat;

c. datum geodetik; dan

d. perubahan nilai koordinat sebagai fungsi waktu.

SRGI vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b berupa geoid.

(6) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai SRGI sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Kepala Badan.

Pasal 6

Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b terdiri atas unsur:

a. garis pantai;

b.  hipsografi;

c. perairan,;

d. nama rupabumi;

e. batas wilayah;

f.  transportasi dan utilitas;

g. bangunan dan fasilitas umum; dan

h. penutup lahan.

Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa Peta Rupabumi Indonesia.

Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mengintegrasikan seluruh unsur peta
dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
terletak di wilayah darat, pantai, dan laut.

Pasal 7

Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf a merupakan garis pertemuan antara
daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang
surut air laut.

Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. garis pantai pasang tertinggi;
b. garis pantai muka air laut rata-rata; dan

c. garis pantai surut terendah.

(3) Garis . . .
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Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digambarkan secara terintegrasi dalam Peta Rupabumi
Indonesia.

Penentuan garis pantai sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) mengacu pada JKVN.

Dalam hal tidak tersedia JKVN sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), garis pantai mengacu pada geoid.

Pasal 8

Hipsografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf b merupakan garis khayal untuk
menggambarkan semua titik yang mempunyai
ketinggian yang sama di permukaan bumi atau
kedalaman yang sama di dasar laut.

Hipsografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan secara terintegrasi pada Peta Rupabumi
Indonesia.

Hipsografi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengacu pada geoid.

Pasal 9

Nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) huruf d merupakan nama yang diberikan
pada unsur rupabumi.

Nama rupabumi digambarkan secara terintegrasi pada
Peta Rupabumi Indonesia.

Nama rupabumi mencakup nama rupabumi dari
unsur rupabumi yang berada di wilayah darat, pantai,
dan laut.

Nama rupabumi diselenggarakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 . ..
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c. cakupan area pembuatan IGT; dan

IGD yang akan digunakan disertai dengan
metadata yang paling sedikit memuat informasi
tentang tahun pembuatan, sumber data, metode
pembuatan, dan informasi kualitas.

Permohonan persetujuan pembuatan IGD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus
dilengkapi dengan paling sedikit:

a. surat permohonan;
b. spesifikasi teknis IGT yang akan dibuat; dan
c. cakupan area pembuatan IGT.

Pemberian persetujuan penggunaan IGD sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 10
(sepuluh) Hari terhitung sejak  permohonan
persetujuan dinyatakan lengkap oleh Badan.

Pemberian persetujuan pembuatan IGD sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lama 5
(lima) Hari terhitung sejak permohonan persetujuan
dinyatakan lengkap oleh Badan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
persetujuan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 13

Salinan IGD yang dibuat oleh penyelenggara IGT wajib
diserahkan ke Badan.

Badan dapat menyebarluaskan salinan IGD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat oleh
penyelenggara IGT.

BABIII . ..
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BAB 111

PENYELENGGARA INFORMASI GEOSPASIAL

(1)
(2)

(3)

()

Pasal 14
IGD diselenggarakan oleh Badan.
IGT diselenggarakan oleh:
a. Instansi Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah; atau
c. Setiap Orang.

Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
menyelenggarakan IGT berdasarkan tugas, fungsi, dan
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan IGT sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan oleh kepala Badan.

Badan dapat menyelenggarakan IGT berdasarkan
penugasan dari Pemerintah Pusat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

(1)

(2)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan IG mengacu pada Rencana Induk
Penyelenggaraan IG.

Rencana Induk Penyelenggaraan IG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
memperhatikan paling sedikit:

a. ketersediaan IG yang mutakhir;

b. kebutuhan . . .
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Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:

a. DG Dasar; dan

b. DG Tematik.

Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus sesuai dengan standar pengumpulan DG.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar
pengumpulan DG diatur dengan Peraturan Kepala
Badan.

Pasal 18

Pengumpul DG wajib melaporkan kegiatan pengumpulan
DG yang dilaksanakan kepada Pemerintah Pusat melalui

Badan.
Pasal 19
(1) Pengumpul DG wajib menyerahkan salinan DG kepada
Pemerintah Pusat.
(2) Penyerahan salinan DG sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.
Pasal 20
(1) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 dilakukan dengan:
a. survei dengan menggunakan instrumentasi ukur
dan/atau rekam, yang dilakukan di darat, pada
Wahana air, pada Wahana udara, dan/atau pada
Wahana angkasa;
b. pencacahan; dan/atau
c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
(2) Dalam melakukan pengumpulan DG sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), posisi DG harus mengacu
pada SRGI.

Pasal 21 . ..
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Pasal 26

Pengumpulan DG yang menggunakan Wahana Milik Asing
selain satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf
¢ meliputi kegiatan pengumpulan DG yang menggunakan:

a. Wahana darat milik asing;
b. Wahana air milik asing; dan/atau

c. Wahana udara milik asing.

Pasal 27

(1) Pengumpulan DG yang menggunakan tenaga asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d
meliputi kegiatan pengumpulan DG yang dilaksanakan
oleh warga negara selain warga negara Indonesia,
lembaga asing, atau Badan Usaha asing.

(2) Penggunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rangka alih
pengetahuan/teknologi atau dalam hal kualifikasi
yang dibutuhkan belum dapat dipenuhi oleh warga
negara Indonesia, lembaga nasional, dan Badan Usaha
nasional.

Pasal 28

(1) Pengumpul DG dapat melaksanakan pengumpulan DG
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 setelah
memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat.

(2) Badan mengoordinasikan perolehan persetujuan dari
Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Pusat
yang terkait dengan pengumpulan DG.

Pasal 29

(1) Untuk memperoleh persetujuan pengumpulan DG
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, pengumpul
DG harus mengajukan permohonan persetujuan.

(2) Untuk . ..
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penunjukan, tugas, wewenang, dan pengawasan
kinerja petugas diatur dengan Peraturan Kepala
Badan.

Pasal 34

Pengumpul DG yang telah memperoleh persetujuan
wajib melakukan pelaporan kepada pemberi
persetujuan.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara berkala dan/atau setelah kegiatan
pengumpulan DG selesai dilakukan.

Pasal 35

Pengumpul DG wajib menyerahkan salinan DG yang
telah dikumpulkan beserta metadata kepada Badan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan
salinan DG dan metadata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 36

Pengumpul DG yang tidak melaksanakan ketentuan
dalam persetujuan pengumpulan DG atau tidak
menyerahkan salinan DG yang dikumpulkan beserta
metadatanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1), dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:

a. penghentian kegiatan;
b. pencabutan persetujuan kegiatan;

c. pencantuman dalam daftar hitam pemberian
persetujuan; dan/atau

d. denda administratif.

(3) Ketentuan . .



SK No 086175 A

vy,
%

O

N
,.‘ﬂ‘

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

00 -

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Bagian Ketiga

Pengolahan Data Geospasial dan Informasi Geospasial

Pasal 37

Pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 huruf b merupakan proses atau cara mengolah DG dan
IG.

Pasal 38

Pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 harus dilakukan di dalam negeri.

Pasal 39

(1) Dalam hal tertentu, pengolahan DG dan IG dapat
dilakukan di luar negeri.

(2) Pengolahan DG dan IG di luar negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila sumber
daya manusia dan/atau peralatan yang dibutuhkan
belum tersedia di dalam negeri.

Pasal 40

Dalam hal pengolahan DG dan IG dilakukan di luar negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, harus
mempertimbangkan aspek paling sedikit:

a. alih teknologi;
b. peningkatan sumber daya manusia; dan

C. keamanan.

Pasal 41 . ..
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Pasal 41

Pengolahan DG dan IG yang dilakukan di luar negeri harus
mendapat persetujuan dari Badan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
persetujuan pengolahan DG dan IG di luar negeri diatur
dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 43

Pengolahan DG dan IG dilakukan dengan menggunakan
Perangkat Lunak yang berlisensi dan/atau Bersifat Bebas
dan Terbuka.

Pasal 44

(1) Pemerintah Pusat memberikan insentif kepada Setiap
Orang yang membangun, mengembangkan, dan/atau
menggunakan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG
yang Bersifat Bebas dan Terbuka.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada
Setiap Orang yang membangun, mengembangkan,
dan/atau menggunakan Perangkat Lunak Pengolah
DG dan IG yang Bersifat Bebas dan Terbuka yang
memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah
yang bersangkutan.

Pasal 45

Bentuk insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
berupa:

a. penghargaan;

b. penilaian khusus dalam proses pengadaan
barang/jasa;

c. pemberian kegiatan peningkatan sumber daya
manusia di bidang Perangkat Lunalk;

d. penyediaan . .















